Menimbang

WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN

oa.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 350/P/2020 tentang Satuan
Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap [ Gelombang II Tahun 2020 dan Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 419/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan
Operasional Sekolah Reguler Tahap 1 Gelombang III Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
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Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Tebing
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3133); -
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaha:n
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Mengeri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mengeri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 350/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan
Operasional Sekolah Reguler Tahap [ Gelombang Il Tahun 2020,
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Menetapkan :

20.

21.
22.

23.

24.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 419/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan
Operasional Sekolah Reguler Tahap | Gelombang III Tahun 2020;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing
Tinggi;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatdn dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing
Tinggi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 Nomor 20) yang

telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi:

a.
b.
c.

~
—
.

® o

Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 1);

Nomor 12 Tahun 2020 (Berita Dacrah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 12);
Nomor 15 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 15);
Nomor 16 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 16);
Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Dacrah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 20);
Nomor 25 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 25);
Nomor 33 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 33);
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h.

i.

1.

Nomor 35 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 353);
Nomor 38 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 38);
diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:

Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan

Lain-lain Pendapatan yang Sah

a.
b.
C.

2. Be'lanja:
a.

Jumlah Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil

Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga

Rp. 117.461.048.000,00
Rp. 518.469.677.999,00
Rp. 55.888.000.000,00
Rp. 307.338.515.542,00
Rp.  1.081.105.440,00
Rp. 0,00
Rp. 5.231.400.000,00
Rp.  2.117.500.000,00
Rp. 0,00
Rp. 914.939.000,00
Rp. 20.963.923.268.00

Rp.

Rp.

691.818.725.999,00

337.647.383.250,00
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b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 13.668.112.700,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 238.474.971.605,00
3) Belanja Modal Rp. 136.768.766.247,00

Rp. 388.911.850.552,00

Rp. 726.559.233.802,00

Jumlah Belanja

Surplus / (Defisit) (Rp. 34.740.507.803,00)
3. Pembiayaan:
a. Penerimaan Rp. 31.954.615.301,00
b. Pengeluaran Rp. 13.050.500.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 18.904.115.301.00

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Rp. 15.836.392.502,00)

Ketentuan Lampiran | diubah, sehingga Lampiran 1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Ketentuan Lampiran la diubah, sehingga Lampiran la berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Ketentuan Lampiran Il diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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Pasal Il

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masfa Saragih

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 27 Agustus 2020

WALI KOTA TEBING TINGG],
ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN
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